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BUPATI LEBONG 
-PROVINS! BENGKULU 
PERATURAN BUPATI LEBONG 

NOMOR 30 TAHUN 2023 

TENTANG 

STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH 
KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LEBONG, 

bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2024. 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ; 

BAGIAN 
HUKUM 
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4. Und~g-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 55871, sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

5 . Peraturan Pernerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 ten tang 
Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa 
Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610); 

8 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9 . Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Betita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
547); 

BAGIAN 
HUKUM 
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Menetapkan 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 

tentang Pe~ggolongan Dan J<odefikasi Barang Milik 
Daerah (Senta Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 2083); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan l(euangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 
tentang Nomor J<ode Lokasi dan Nomor Kode Barang 
Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG STANDAR 

SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG 
TAHUN ANGGARAN 2024. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong. 
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

3 . Bupati adalah Bupati Lebong. 
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban 

daerah dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang 
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah 
tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah. 

5. Pengadaan Barang/Jasa adalah usaha atau kegiatan 
pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh instansi 
pemerintah, yang meliputi pengadaan barang, jasa 
pemborongan, jasa konsultansi dan jasa lainnya. 

6 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan 
Pen,vakilan Rakyat daerah (DPRD), yang ditetapkan 
dengan peraturan daerah. 

7. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 
Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk untuk 

menyelenggarakan tugas-tugas perbendaharaan dalam 
rangka pelaksanaan anggaran belanja di lingkungan 

Perangkat Daerah. 
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat OPD adalah organisasi/lembaga pada 

Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada 
Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. 
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9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang 
kewenangan penggunaan anggaran untuk 
melaksanakan tugas pokok clan fungsi OPD yang 
dipimpinnya. 

10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang 
kewenangan penggunaan barang milik daerah. 

11. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya 
disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang 
berwenang dan bertanggung jawab melakukan 
koordinasi pengelolaan barang milik daerah. 

12. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya 
disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala 
unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna 
Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang 
berada dalam penguasaannya dengan sebruk-bailmya. 

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisai Perangkat 
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah 
dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan 
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 

14. Standar Harga Barang adalah harga satuan unit 
barang yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah 
yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

15. Biaya Satuan adalah nilai suatu jasa yang ditentukan 
pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya 
komponen masukan kegiatan. 

BAB 11 
STANDAR SATUAN HARGA 

Pasal2 

(1) Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Lebong 
Tahun Anggaran 2024 berfungsi sebagai acuan dalam 
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 
masing- masing Organisasi Perangkat Daerah untuk 
bahan Penyusunan Rencana APBD Pemerintah Daerah 
Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2024. 

(2) Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Lebong 
Tahun Anggaran 2024 disusun secara administratif dan 
telah disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang 
terjadi, dan merupakan Harga Eceran tertinggi di 
wilayah Kabupaten Lebong yang ditambahkan dengan 
beberapa koefisien yang dapat dipertanggungjawabkan. 

(3) Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Lebong 
Tahun Anggaran 2024 sebagaimana ditetapkan dalam 
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 adalah harga transaksi belum termasuk pajak-pajak yang 
berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang­
Undangan. 
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Pasal 4 

Terhadap Barang dan Jasa yang belum tercantum dalarn 
tabel Lampiran Peraturan Bupati ini akan ditetapkan 
kemudian berdasarkan harga rata-rata setempat dan harus 
memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang. 

BAB Ill 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
Diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Pera tu ran Bupati tm dengan 
penempatannya dala.m Berita Daerah Kabupaten Lebong. 

Ditetapkan di Tubei 
pada tanggal 26 Juni 2023 

t BUPATI LEBONGf 

---KOPLI ANSORI 
Diundangka n di Tubei 
pada tanggal 26 Juni 2023 

H. MUSTARANI 

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2023 NOMOR 30 
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